
 

 
 

 
 
 

BUPATI LANDAK 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

  PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR   35    TAHUN  2015 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2014  
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN LANDAK 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI LANDAK, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai 
perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan biaya riil atas 

beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah 
ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

 

  b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat 
dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan 

mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat 
Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai 

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Landak; 
 

c. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 6 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
dan Pegawai Tidak Tetap bahwa Uang representasi dapat 
diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan 

Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas; 
 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Landak; 

Mengingat 

 

 

 

: 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

SALINAN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3970); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587);   

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4712); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5104); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 



2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran 

Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 
13); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Landak (Lembaran Daerah  Kabupaten Landak 
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 6); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 
2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS 

BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LANDAK. 

 

Pasal   I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 47 Tahun 2014 
Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun anggaran 2014 (Berita Daerah 

Kabupaten Landak Tahun 2014 Nomor 269) diubah sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

21. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat 
Negara/DPRD/Pejabat Eselon II selama melaksanakan Perjalanan Dinas 

sesuai dengan jabatannya. 
 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

(1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d 
diberikan kepada Pejabat Negara/DPRD/Pejabat Eselon II sehubungan 
dengan jabatannya. 

 
3. Lampiran I huruf G Peraturan Bupati Landak Nomor 47 Tahun 2014 Tentang 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Landak Tahun anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2014 Nomor 269) diubah sebagaimana tercantum dalam 



Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan    

Bupati ini. 
Pasal  II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak  
 

         Ditetapkan di Ngabang 
    pada tanggal  1 Juli  2015         

BUPATI LANDAK, 

 
Cap/Ttd 

 

ADRIANUS ASIA SIDOT 
 

 
Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal 1 Juli 2015 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LANDAK, 
 

Cap/Ttd 

 
LUDIS 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR 305 
 

Salinan sesuai dengan aslinya  
 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

 
 
 

 
 
 

NIKOLAUS, SH 
PEMBINA 

NIP. 19680225 199903 1 003 
 



LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI LANDAK 
NOMOR                        TAHUN 2015 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG 

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS 
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK  
 

 

 

TARIF TRANSPORTASI DAN UANG REPRESENTASI 

 

G. UANG REPRESENTASI 

 

NO URAIAN JUMLAH PERHARI 

1 Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD Rp.    200.000,00 

2 Anggota DPRD / Eselon II Rp.    150.000,00 

 

 

BUPATI LANDAK, 
 

Cap/Ttd 
 

ADRIANUS ASIA SIDOT 

 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 

SEKRETARIAT DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

 
 
 

 
 
 

NIKOLAUS, SH 
PEMBINA 

NIP. 19680225 199903 1 003 
 

 

 

 


